BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR {. TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa Dan Politik;

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Badan merupakan unsur penyelenggara teknis
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3
(1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
a. sekretariat membawahi;
1. sub bagian umum dan kepegawaian.



(2)

(3)

(4)

(5)

6)

(7)

(1)

(2)

b. bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, dan
ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
c. bidang politik dalam negeri dan organisasi
kemasyarakatan; dan
d. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a membawahi sub bagian umum dan
kepegawaian.
Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub
bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢ dan huruf d terdapat kelompok Jabatan
Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat
administrator.
Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu  Bupati

melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan

bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan Kkebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan
intra suku, umat beragama, ras dan golongan
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan




(1)
(2)

(1)

nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; '

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kchidup'('m
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ckonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan
intra suku, umat beragama, ras dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Dacrah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kchidupgn
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan
intra suku, umat beragama, ras dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; ‘

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan di
daerah;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan,
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran di lingkungan Badan;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan
keprotokolan di lingkungan Badan;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan
Badan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di
lingkungan Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6
Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat,
protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset
serta pengelolaan kepegawaian.



() Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sub bagian umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

€.

Iy

g.

pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan
dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran
yang meliputi urusan tata usaha pimpinan,
persuratan dan kearsipan;

. pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat dan

keprotokolan serta penyelenggaraan rapat-rapat;

. pelaksanaan pengelolaan, penyimpanan,

pendistribusian dan penginventarisasian
perlengkapan, rumah tangga dan aset;

penyusunan dan menyiapkan rencana kebutuhan
sarana dan prasarana perlengkapan Badan;
pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kepada pimpinan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 7

(1) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, dan agama mempunyal
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika d:'an
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan
dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi,

()

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan;

.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan;

. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah



(1)

@

kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan;

. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhincka Tunggal lka dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayat kepercayaan;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka
Tunggal lka dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat o
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 8

Bidang politik dalam negeri dan organisasi

kemasyarakatan mempunyai tugas melaksana.kfan
sebagian tugas Badan di bidang pendidikan pOl.ltlk:
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasihtas%
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik di daerah serta
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi masyarakat, pengawasan organisasi
masyarakat dan organisasi masyarakat asing;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bidang politik dalam negeri dan
organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah, pemantauan situasi politik,
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi masyarakat, pengawasan organisasi
masyarakat dan organisasi masyarakat asing;

. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik, pendaftaran organisasi masyarakat,
pemberdayaan organisasi masyarakat evaluasi dan
mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan



d. pelaksanaan koordinasi  di

organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing;

c. pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pendidikan

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala  daerah, pemantauan situasi  politik,
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi masyarakat, ~pengawasan organisasi
masyarakat dan organisasi masyarakat asing;

bidang pendidikan
peningkatan demokrasi,

politik, etika budaya politik, .
an, perwakilan dan

fasilitasi kelembagaan pemerintah W
partai politik, pemilihan umum/ p?mlm'um umum
kepala daerah, pemantauan situasi  politik,
pendaftaran organisasi masyarakat, pc-:mperdayaan
organisasi masyarakat evaluasi dan mediasi seng'keta.
organisasi masyarakat, ~ pengawasan organisasl
masyarakat dan organisasi masyarakat asing; .
¢. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan .d1
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kc}cmbaga:an
pemerintahan, perwakilan dan  partal politik,
pemilihan umum/ pemilihan umum kepala dae'rah:
pemantauan situasi politik, pendaftaran organisasl
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarf‘ikatZ
pengawasan organisasi masyarakat dan organisasl

masyarakat asing; dan o
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(1)

(2)

Pasal 9

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga Kkerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bidang kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang
kewaspadaan dini, Kkerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di

bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,




P

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan  konflik di
Daerah;

¢. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan  bidang kewaspadaan,  scrta
penanganan konflik di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga  kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas)
kelembagaan  bidang kewaspadaan,  serta
penanganan konflik di di Daerah; .

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pcla.pom.x? di
bidang kewaspadaan dini, kerja sama n:ﬂclucn,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan ?ntzzr
negara, fasilitasi kelembagaan l?l(iang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi
pimpinan.

lain yang diberikan oleh

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10 L
Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasl d}
lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasl
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar unit organisasi di lingkungan pemerintah
Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah
daerah.

Pasal 11

(1) Pimpinan  unit organisasi di lingkungan Badan
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

Pasal 12
(1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengikuti
dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di
lingkungan Badan dari bawahannya, diolah dan diproses
serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan




laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan,
tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi, Serta Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Peraturan
diundangkan.

Agar setiap ~orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini den
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

memerintahkan
gan menempatkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ... 28 Mgl 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal ...

28 Mgl 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAK ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN UNOMOR .



OLNVITNA

LVAVH NVINVSVd ILvdng

FUPSYE|3a NEIE/UEP [ HOAWOIN

I

Nrpuoy ueuelueuad uep
TeuorseN ueepedsema)] Suepig

1

euesyE|ag nEE/uep 41 Oodwolan

uejeyNeIeiseway] Isestuedio
uep uafaN wereq JANod Sueplg

|

ewedy
uep edepng [eISOS ‘TWIOUOHH
ueuelelsy uep ‘ueessueqa’]
uesemep ‘130[0ap] Sueplg

, =
L m e

ueremedoday]
uep wnuw() ueideqg qng

|

|

i — _
{

LVIRIVLAANES

NVavd

LWVIVE NVINVSVd NALVINaVH
NILITOd NVA VSONVH NVNLVST NVAVE ISVSINVDAO NVNNSNS

MILI'TOd NVd VSONVE NVNLVSIX Nvavd

S — ; g 5O NYNNSNS ‘NVINANUEN # ONVINIL
VAN VLVL VIAES ‘ISONNd NVA SVONL ISVSINY Y 0C NOHVL ) OWON

[LVdNE NVANLVAd NVIIdAVT



Simpang Empat,  Maret 2025

Kepada
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat
di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada ¢ Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.

Dari . Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Tentang : Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk mohon ¢ Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025

menandatangani tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

[ % BF &PH W Mmm’\,a KEPALA BAGIAN ORGANISASI,
Ly cu

DEWI AFRIYENL,S.STP, M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19850414 200312 2 001




